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ABSTRAK 

Muhammad Ali Musthofa P  : Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan  

Pemuda Pancasila pada Era Reformasi  

di Kabupaten Mandailing Natal . 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tanggapan masyarakat terhadap Pemuda 

Pancasila yang identik dengan stigma negatif berupa pandangan organisasi yang  

identik dengan kekerasan dan premanisme namun organisasi kemasyarakatan Pemuda 

Pancasila Kabupaten Mandailing Natal dapat eksis bahkan kepengurusan Pemuda 

Pancasila Madina telah berdiri Cabang kepengurusan Pemuda Pancasila di seluruh 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, maka dilakukanlah penelitian 

untuk mengetahui bagaimana eksistensi, program-program serta tanggapan 

masyarakat terhadap Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal. 

Jenis penelitian ini adala kaualitatif dengan metode deskriftif. Pemilihan 

informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis data terdiri dari data 

primer dan sekunder, dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Uji 

keabsahan data menggunakan trianggulasi. Teknik analisa data melalui cara 

pengumpulan data, reduksi dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan 

Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal di Mandailing Natal tetap eksis dan 

di akui secara konstitusional dan de fakto di masyarakat.Dalam  mencapai tujuannya 

Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal mnjalankan program kerja selama 

periode kepengurusan 2015-2019 sebahagian sudah dijalankan dimasyarakat. 

Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Pemuda Pancasila Kabupaten 

Mandailing Natal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan ditanggapi positif dan 

negatif oleh masyarakat Mandailing Natal, masayarakat memandang positif karena 

keberadaan dan program yang dijalankan oleh Pemuda Pancasila Kabupaten 

Mandailing Natal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Mandailing Natal dan 

masyarakat memandang negatif Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal 

karena sebagian masyarakat Mandailing Natal tidak mengetahui keberadaan dan 

program yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal. 
 

Kata kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda Pancasila, Mandailing Natal. 
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ABSTRACT 

Muhammad Ali Musthofa P : The Existence of Social Organization  

Pemuda Pancasila in the Reform  

In Mandailing Natal District. 

 

This research is motivated by community response Pemuda Pancasila which is 

identical with negative stigma in the form of organizational view which is identical 

with violence and thuggery but community organization Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal can exist even stewardship Pemuda Pancasila Mandailing Natal has 

stood branch of Pemuda Pancasila in all district in Mandailing Natal District, the 

research was conducted to find out how the existence, ptograms and responses of the 

community towards Pemuda Pancasila Mandailing Natal district. 

This type of research is qualitative with descriptive method. The selection of 

informants was done by purposive sampling technique. This type of data consists of 

primary and secondary data, collected through interviews and documentation. Test 

the validity of the data using triangulation. Data analysis techniques through data 

collection, rduction and drawing conclusions. 

The results showed that the existence of community organizations Pemuda 

Pancasila Mandailing Natal in district Mandailing Natal still exist and recognized in 

the constitutional and de facto in society. In reaching the goal Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal district run work program during the period of management 2015-

2019 in partly run society. Community response to the existence of Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal regency as a social organization responded positively because the 

existence and programs run by Pemuda Pancasila Mandailing Natal can  felt directly 

by the people of Mandaling Natal and the community looked negatively Pemuda 

Pancasila districk Mandailing Natal because some of the Mandailing Natal 

community are not aware of the existence and the programs run by the Pemuda 

pancasila Mandailing Natal organization. 

 

Keywords: Community Organization, Pemuda Pancasila, Mandailing Natal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Keberadaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara yuridis di akui 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) serta 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan secara 

langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau 

berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of 

assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), 

tidak hanya bagi setiap Warga Negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap 

orang yang termasuk orang asing yang berada di Indonesia  

Saat ini berbagai macam organisasi masyarakat telah berdiri dengan 

berbagai macam ideologi yang dijadikan sebagai pedoman kepetingan 

organisasi. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak Orde 

Lama sampai sekarang masih bisa mempertahankan eksistensinya adalah 

organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.  

Sejak awal berdirinya tanggal 28 tahun 1959 hingga sekarang 

organisasi Pemuda Pancasila menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal 

bagi organisasi. Tidak hanya itu saja dalam kehidupan bermasyarakat 
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khususnya dalam menjalankan program umumnya Pemuda Pancasila 

menjadikan Pancasila sebagai azas atau landasan utama dalam menjalankan 

programnya. Hal ini tentu tidak terjadi di organisasi-organisasi 

kemasyarakatan lainnya yang ada di  Indonesia. 

Pada iklim reformasi seluruh organisasi dituntut harus berani 

melakukan koreksi, begitu juga organisasi Pemuda Pancasila harus 

mengoreksi dirinya sendiri (Nina Karina, 2008:10). Koreksi itu bersifat 

kedalam maupun keluar, yakni bersifat program organisasi yang relevan 

dengan perkembangan zaman dan juga pembenahan struktur organisasi.   

Gerakan reformasi dalam tubuh Pemuda Pancasila dilakukan melalui 

Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) tahun 1999 di Cipayung Jawa 

Barat, menyatakan dirinya sebagai organisasi yang berstatus independen 

yang artinya  bebas dari intervensi pemerintah maupun partai politik tertentu 

(Nini Karina 2008: 10). 

Kemudian melalui Musyawarah Besar ke VII tahun 2001 di Caringan 

Bogor Jawa Barat, mendeklarasikan bahwa organisasi Pemuda Pancasila 

bukan lagi organisasi kepemudaan tetapi menjadi organisasi sosial 

kemasyarakatan (ormas) yang independen (Nini Karina,2008:11). Untuk 

kadernya organisasi Pemuda Pancasila memberikan kebebasan dan 

keleluasaan untuk memperlebar ruang aspresiasi sebagai tumbuhnya 

legitimasi sosial untuk meningkatkan aktualisasi peran organisasi yang 



3 
 

 
 

membuka kesempatan mengakses, mempasilitasi sekaligus menggerakkan 

setiap elemen masyarakat dengan format program secara terfokus. Hal ini 

ormas Pemuda Pancasila kini berorientasi sosial dan publik yang 

menjadikan masyarakat umum sebagai asetnya. 

Arah kegiatan organsiasi dititikberatkan untuk bergerak di bidang 

sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh 

kepentingan masyarakat hingga ketingkat basis. Dengan keputusan ini maka 

induk organisasi mencanangkan suatu kebijakan, para kader Pemuda 

Pancasila ada dimana-mana tapi tidak kemana-mana dengan jumlah anggota 

kurang lebih terdapat sekitar 7.000.000 anggota militan (Paulus, 2012:16). 

Keberhasilan organisasi Pemuda Pancasila menjadi organisasi sosial 

kemasyarakatan (Ormas) saat ini tentu memberikan dilema tersendiri bagi 

organisasi. Salah satu permasalahan saat ini masyarakat secara luas 

memandang organisasi Pemuda Pancasila dengan berbagai cap negatif atau 

stigma, berupa organisasi preman, suka berbuat onar dan membekingi 

tempat. 

Tentunya stigma dan steoretatif masyarakat menjadikan tantangan 

tersendiri bagi Pemuda Pancasila untuk dapat eksis ditambah lagi dengan di 

terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 

Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Sanksi keormasan. Bahwa setiap ormas yang 

menyalahi atribut yang sama dengan Negara dan berbuat kekerasan akan 
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diberikan sanksi dan pembekuan. Tentunya ini tantangan tersendiri bagi 

Pemuda Pancasila untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan 

memperluas jaringannya.  

Salah satu organisasi Pemuda Pancasila yang dapat mempertahankan 

eksistensinya adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal (Madina).  Keberhasilan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal dalam mepertahankan eksistensinya dan 

memperluas jaringannya tentunya tidak terlepas dari bagaimana organisasi 

Pemuda Pancasila menjalankan programnya di masyarakat. 

Salah satu yang membuktikan organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten  

Mandailing Natal tetap eksis adalah adanya kepengurusan yang berjalan  

yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah 

Pemuda Pancasila dengan Nomor 82.E2/MPW-PP/SMU/I/2016 tentang 

Pengesahan Komposisi Fungsionaris Majelsi Pimpinan Cabang Pemuda 

Pancasila Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya itu program-program 

Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal juga telah dijalankan serta 

bukti lain Pemuda pancasila Kabupaten Mandailing Natal bisa 

mempertahankan eksistensinya adalah organisasi ini berhasil melebarkan 

sayapnya di berbagai daerah Kabupaten Mandailing Natal. Sebanyak 23 

kecamatan yang ada di kabupaten Mandailing Natal kesemuanya telah 
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berdiri kepengurusan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila seperti 

dibawah ini :  

Tabel 1  

Jumlah cabang Pemuda Pancasila kabupaten Mandailing Natal 

 

No Pimpinan Anak Cabang Status 

1 Kecamatan Batahan Aktif 

2 Kecamatan Batang Natal Aktif 

3 Kecamatan Bukit Malintang Aktif 

4 Kecamatan Huta Bargot Aktif 

5 Kecamatan Kotanopan Aktif 

6 Kecamatan Lembah Sorik Marapi Aktif 

7 Kecamatan Lingga Bayu Aktif 

8 Kecamatan Muara Batang Gadis Aktif 

9 Kecamatan Muara Sipongi Aktif 

10 Kecamatan Naga Juang Non Aktif 

11 Kecamatan Natal Aktif 

12 Kecamatan Pakantan Aktif 

13 Kecamatan Panyabungan Barat Aktif 

14 Kecamatan Panyabungan Kota Aktif 

15 Kecamatan Panyabungan Selatan  Aktif 

16 Kecamatan Panyabungan Timur Aktif 

17 Kecamatan Panyabungan Utara Aktif 

18 Kecamatan Puncak Sorik Marapi Aktif 

19 Kecamatan Ranto Baek Aktif 

20 Kecamatan Siabu Non Aktif 

21 Kecamatan Sinunukan Aktif 

22 Kecamatan Tambangan Aktif 

23 Kecamatan Ulu Pungkut Aktif 

 Sumber : Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Madina 

 

Dari tabel diatas sebanyak 23 kecamatan yang ada di kabupaten 

Mandailing Natal kesemuanya telah berdiri kepengurusan Pemuda 
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Pancasila, hanya saja terdapat dua Non Aktif. Berdasarkan wawancara awal 

penulis dengan sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing 

Natal Jon Refnizon Lubis mengatakan: 

“Sebanyak 23 kecamatan yang ada di Mandailing Natal ini 

semuanya telah berdiri kepengurusan Pemuda Pancasila, hanya 

dua kecamatan yang non aktif yaitu kecamatan Naga Juang dan 

Siabu. Alasan di non aktifkannya adalah tidak berjalannya 

program yang direncanakan” (wawancara pada tanggal 8 Februari 

2016).   

 

Jika dilihat Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab XI tentang 

Persyaratan Dasar Organisasi Pasal 59 ayat (3) Persyaratan Organisasi 

Tingkat Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah 

satu dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota. Sebanyak 23 

kecamatan yang ada di Madina semuanya telah berdiri kepengurusan 

Pemuda Pancasila tentunya jumlah Cabang yang dimiliki Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal sudah melebihi target untuk syarat berdirinya sebuah 

organisasi Pemuda Pancasila mengingat persyaratan berdirinya hanya 

setengah dari kecamatan yang ada, tentu ini sebuah prestasi tersendiri bagi 

keberhasilan Pemuda Pancasila Madina mengingat penduduk Mandailing 

Natal adalah penduduk yang multikultural namun tetap dapat menerima 

keberadaan organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal. 

Hal ini tentu sedikit mematahkan pandangan negatif masyarakat secara 

luas terhadap organisasi Pemuda Pancasila dimana organisasi ini dapat eksis 

di daerah yang penduduknya heterogen namun dapat menerima keberadaan 
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organisasi Pemuda Pancasila meskipun dianggap sebagai organisasi yang 

kental akan kekerasan.  

Besarnya usaha organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal dalam mengubah pandangan skeptik 

masyarakat terhadap Pemuda Pancasila,mendorong peneliti untuk 

mengetahui eksistensi organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila pada 

era reformasi saat ini di Mandailing Natal. Maka penulis mengangkat judul 

“Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila pada Era 

Reformasi di Kabupaten Mandailing Natal”. 

B. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang ditas yang menjadi identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Masih adanya stigma masyarakat bahwa organisasi Pemuda Pancasila  

adalah organisasi Preman. 

2. Organisasi masyarakat yang di cap negative masyarakat tapi masih eksis 

di Mandailing Natal dan mempunyai landasan secara konstitusional di 

Mandailing Natal. 

3. Stigma berupa ormas preman merupakan dan tindakan kekerasan ranah 

penertiban Perppu Nomor 2 tahun 2017. 
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4. Adanya kepengurusan cabang organisasi pemuda Pancasila di 

Mandailing Natal yang non aktif yaitu cabang organisasi 

kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kecamatan Naga Juang dan Siabu 

5. Sebanyak 2 cabang organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila di 

kabupaten Mandailing Natal tidak menjalankan program padahal sudah 

di anggarkan program. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesimpang siuran penelitian ini serta mengingat 

keterbatasan dan kemampuan penulis, dan luasnya kabupaten mandailing 

Natal (Madina) maka perlu adanya pembatasan permasalahan untuk 

memberi arah pada pembahasan penelitian, seperti menurut Arikunto 

(2006:18) yang mengatakan bahwa  “pembatasan masalah merupakan 

sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari 

jawabannya melalui penelitian”. 

Untuk itu perlu memenuhi rumusan yang terbatas, adapun yang 

menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dan apa 

program-program Pemuda Pancasila Madina di bidang sosial 

kemasyarakatan serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap organisasi 

Pemuda Pancasila Madina sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. 

Sedangkan yang menjadi objek batasan penelitian dalam penelitian ini 

adalah Eksistensi organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila pada era 
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reformasi di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di kecamatan 

Panyabungan Kota. 

D. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan dan identifikasi 

masalah di atas, maka yang menjadi rumuasan masalah dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana eksistensi  organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mandailing 

Natal? 

2. Apa saja program-program Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing 

Natal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di Mandailing Natal ? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap organisasi Pemuda Pancasila 

sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di era reformasi di kabupaten 

Mandailing Natal ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan tulisan deskriptif 

dalam rangka proses informasi kepada masyarakat secara luas tentang 

eksistensi organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dalam bidang sosial 

kemasyarakatan dan politik dalam rangka mengubah pandangan masyarakat 

yang negatif   terhadap eksistensi organisasi Pemuda Pancasila. 

             Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 



10 
 

 
 

1. Untuk mengungkapkan bagaimana eksistensi organisasi kemasyarakatan 

Pemuda Pancasila sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di 

Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Untuk mendeskripsikan apa saja program-program Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal sebagai organisasi sosial kemasyarakatan 

di Kabupaten Mandailing Natal 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap organisasi 

Pemuda Pancasila sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di era 

reformasi di Kabupaten Mandailing Natal 

F. Manfaat Penelitaian 

Adapaun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

praktis, sebgai berikut : 

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk mengembangkan kajian ilmu kewarganegaraan, 

terutama konsep organisasi kemasyarakatan. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu 

pengetahuan dan teori pembelajaran yang telah diperoleh selama dibangku 

kuliah dengan membandingkan fakta yang terjadi dilapangan guna menambah 

serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman. 
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b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta 

sosialisasi terhadap masyarakat guna untuk mencapai visi misi, tujuan, 

harapan, dan cita-cita dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal (Madina). 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan literatur dan sosialisasi dalam menambah pemahaman 

terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kabupaten 

Mandailing Natal (Madina) mengenai eksistensinya pada era reformasi di 

Kabupaten Mandailing Natal (Madina). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Eksistensi organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kabupaten 

Mandailing Natal ditinjau secara yuridis maka organisasi ini telah memenuhi 

persyaratan pendirian ormas menurut undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang 

organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kabupaten 

Mandailing Natal didirikan dengan surat pendirian Majelis Pimpinan Wilayah 

Sumatera Utara 3.E2/MPW-PP/SMU/I/2006. Untuk memantabkan eksistensinya di 

Kabupaten Mandailing Natal Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal sudah 

terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat sebagai 

lembaga Pembina dengan keterangan terdaftar dengan nomor 220/259/KL/2012. 

Kemudian adapun tempat domisili organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila 

Kabupaten Mandailing Natal berada di Jalan. Willem Iskandar Gunung Tua.  

Dalam mencapai tujuannya, Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal 

menjalankan program-program kerja. Adapun program kerja Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal yang sudah terealsiasi adalah khitan gratis,mengadakan turnamen 

bola volli Pemuda Pancasila Cup I,pemberian zakat bagi keluarga yang tidak 

mampu,emberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan,beasiswa 

miskin berprestasi,bakti sosial, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. 
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Kemudian adapun tanggapan masyarakat terkait eksistensi organsiasi 

kemasyarakatan Pemdua Pancasila Kabupaten Mnadailing Natal terkait dengan 

eksistensinya ditanggapi dengan positif oleh masyarakat, hal ini karena keberadaan 

Pemuda Pancasila Madina serta program yang sudah dijalankan dapat dirasakan oleh 

masyarakat keberadaannya serta negatif oleh masyarakat. Hal ini karena keberadaan 

Pemuda Pancasila Mandailing Natal sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang 

program-program yang dianggarkan dan yang dijalankan Pemuda Pancasila 

Mandailing Natal dimasyarakat. 

B. Saran 

1. Organisasi Pemuda Pancasila kabupaten Mandailing Natal dalam Musyawarah 

Cabangnya (MUSCAB) harusnya mengundang masyarakat beserta tokoh-tokoh 

lainnya agar program-program yang disusun dapat di ketahui oleh masyarakat. 

2. Organisasi Pemuda Pancasila kabupaten Mandailing Natal terkait dengan 

eksistensinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan 

programnya agar selaras dengan Pemuda Pancasila yang ada di anak ranting, 

sehingga setiap masyarakat merasakan hal yang sama. 

3. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat bahwa program yang dijalankan 

berupa bantuan kepada siswa miskin berprestasi hanya diberikan kepada kaum 

kerabat daripada anggota PP madina saja, harapannya program yang dijalankan 

terbuka tidak membeda-bedakan orang. 

4. Mengingat banyaknya kekurangan dan keterbatasan penulis dalam melakukan 

penelitian dilapangan, dimana peneliti hanya fokus pada eksistensinya dalam 
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kemasyaralkatan saja maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih 

fokus membahas tentang transformasi perubahan Organisasi Pemuda Pancasila 

dari organisasi kepemudaan ke Organisasi Kemasyarakatan. 
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